BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah saya kemukakan pada bab-bab yang terdahulu, maka
untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pokok-pokok ulasan
sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, akan diungkapkan beberapa
kesimpulan.

a. Peranan bantuan hukum kehadirannya di masyarakat di masyarakat dirasakan
sangat penting, terutama bagi mereka yang berperkara. Karena masih banyak
diantara anggota masyarakat belum mengerti tentang bagaimana dalam
melaksanakan atau menggunakan hak-haknya sebagaimana diatur dan dijamin
oleh perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perkara perdata yang
dilakukan oleh bantuan hukum dengan cara sederhana, cepat dan tidak
menghabiskan biaya adalah harapan semua pihak yang berperkara. Dengan
penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan sangat membantu bagi mereka
yang berperkara.

b. Para pihak dalam upaya untuk menyelesaikan sengketanya dapat dilakukan
dengan jalan mengadakan perdamaian. Penyelesaian perkara dengan jalan
perdamaian dapat dilakukan dengan, antara lain :

- Perdamaian yang dibuat di dalam sidang pengadilan

- Perdamaian yang dibuat di luar sidang pengadilan.

43



44

Seorang pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan perdamaian, upaya yang
paling baik adalah dengan dilakukan di luar sidang pengadilan karena biayanya
lebih ringan dan waktunya lebih cepat bila dibandingkan dengan proses di
dalam sidang pengadilan. Di samping itu, perdamaian ini dapat mengurangi
banyaknya perkara yang bertumpuk di pengadilan.

. Bahwa perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan melalui akta dibawah
tangan belumlah mempunyai kekuatan pembuktian, sedangkan apabila
dilakukan di hadapan notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna
karena perdamaian yang dilakukan dihadapan notaris menghasilkan akta
otentik. Perdamaian yang dibuat di luar pengadilan belumlah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan
perjanjian perdamaian masih dimintakan ke pengadilan, sedangkan keputusan
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dimintakan

banding.

. Saran-saran

. Bahwa seorang pemberi bantuan hukum di dalam menyelesaikan suatu perkara
perdata, baik di luar pengadilan maupun di dalam sidang pengadilan, sebaiknya
diusahakan perdamaian terlebih dahulu. Karena perdamaian dapat memelihara
hubungan baik kedua belah pihak yang bersengketa.

. Peranan seorang pemberi bantuan hukum di dalam penyelesaian perkara
melalui perdamaian tidaklah semudah yang dibayangkan oleh masyarakat

dewasa ini. Supaya tidak mengalami hambatan di dalam melaksanakan upaya
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perdamaian di luar pengadilan, sebaiknya dilakukan dengan pendekatan, yaitu
melalui perundingan (negosiast).

. Perdamaian yang dibuat di luar pengadilan, sebaiknya dilakukan secara tertulis
dihadapan notaris. Jadi perdamaian ini mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna.
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